BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang
telah penulis sampaikan dan uraikan sebelumnya, maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk koordinasi antara DPPDM dengan Ankum Atasan dalam
mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh Ankum.adalah Ankum Atasan
selaku Atasan Langsung dari Ankum melakukan pengawasan terlebih
dahulu terhadap ankum. Pengawasan dilakukan terhadap
a. Pasal yang disangkakan/didakwakan kepada tersangka;

b. Pelaksanaan sidang disiplin;
c. Putusan dari hukum disiplin dan jenis hukuman disiplin yang
dijatuhkan; dan

d. Berakhirnya hukuman disiplin militer.

Disamping itu ada pengawasan yang dilakukan oleh DPPDM apabila
terhukum masih merasa belum memperoleh keadilan yang berupa
pemberian pertimbangan, rekomendasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kewenangan ankum.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas maka yang

mejadi saran penulis adalah :
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1. Pemberian sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi yang
berupa hukuman disiplin  militer kepada ankum yang
menyalahgunakan kewenangannya sehingga para ankum dapat
berhati-hati dalam bertindak.

2. Agar dapat berkurang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan
oleh ankum, maka harus diadakan penyuluhan terkait
penyalahgunaan kewenangan oleh ankum sehingga dapat mencegah
ankum dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan dan berhati-

hati dalam bertindak.
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